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Article Abstract

Kata Kunci: Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana
Pengelolaan;  Limbah: pertanggungjawaban pidana perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk
e [ " rumah sakit dan/atau rumah sakit darurat sehubungan dengan tindak pidana

pembuangan limbah medis padat pada masa pandemi Covid-19, dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana

Keywords: ini. Kesimpulan yang didapatkan adalah perusahaan dan pejabat administrasi
Management; Waste: Yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dapat dimintai
et ' " pertanggungjawaban pidana. Beberapa faktor dapat mempengaruhi

terwujudnya pertanggungjawaban pidana yaitu pengawasan yang kurang
optimal oleh aparat penegak hukum, ketentuan yang tidak jelas terutama

Riwayat Artikel terkait dengan akomodasi rumah sakit darurat, yang membutuhkan
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sion by law enforcement officials, unclear provisions, especially those related
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PENDAHULUAN

Menurut Budiardjo negara memiliki empat fungsi mutlak: 1) Melaksanakan petertiban,
maksudnya bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat supaya masyarakat
tidak konflik dan mengarahkan masyarakat pada ketertiban; 2) Mengusahakan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyatnya, maksudnya negara wajib berusaha dengan segala sumber daya yang ada
untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya; 3) Melaksanakan pertahanan, maksudnya
bahwa negara wajib menjaga, mencegah, dan menanggulangi berbagai ancaman, gangguan dan
tantangan dari luar untuk memberi rasa aman bagi warganya; dan 4) Melaksanakan keadilan,
maksudnya bahwa negara harus menjamin setiap warganya memperoleh keadilan hukum, negara
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harus menegakkan supremasi hukum, biasanya negara melakukannya melalui lembaga
pengadilan. Fungsi inilah yang terus dicoba dijalankan Indonesia sebagai sebuah negara.t

Selain berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, rumah sakit juga merupakan badan hukum dimana penyelenggara rumah sakit
melakukan tindak pidana baik atas nama dokter, pegawai, maupun rumah sakit. sendiri, dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebelum UU Rumah Sakit ada, rumah sakit belum diakui
sebagai tindak pidana dan masih sulit untuk dituntut. Namun, rumah sakit saat ini dapat dikenai
hukum pidana bagi orang yang terbukti bersalah atau diduga melanggar ketentuan undang-
undang. Mengenai kedudukan pelaku dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat
model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut (Muladi, 2010: 63):”

1. Manajemen perusahaan sebagai produsen dan manajer bertanggung jawab.
2. Perusahaan sebagai pencipta dan pengelola bertanggung jawab.
3. Perusahaan sebagai pencipta dan juga bertanggung jawab.

Rumah sakit darurat, seperti hotel dan fasilitas isolasi mandiri lainnya, juga merupakan
bentuk korporasi sebagai badan hukum. Tentunya, petugas kesehatan setempat juga harus tetap
menerapkan praktik kesehatan normal saat memberikan layanan isolasi mandiri kepada orang
yang dinyatakan positif Covid-19. Meski sebelumnya hotel bukan merupakan layanan kesehatan
masyarakat, karena situasi darurat yang mirip dengan pandemi saat ini, hotel yang berfungsi
sebagai fasilitas isolasi mandiri pasien Covid-19 telah menjadi rumah sakit darurat selama
pandemi.

Selain itu, dalam melaksanakan dan melaksanakan pelayanannya tentunya harus
memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Pariwisata No. 10
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM. 106/PW 006/MPEK/2011 tentang sistem
manajemen keamanan hotel sesuai asas lex generalis. Namun, kedua peraturan tersebut belum
mengatur secara jelas pengelolaan limbah medis, maupun sanksi pidana bagi perusahaan dan
pengelolaannya atas kejahatan limbah medis yang dilakukan selama pandemi di rumah sakit
darurat, yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Rumah sakit sebagai institusi kesehatan tentunya sangat besar pengaruhnya terhadap
timbulan limbah medis di masa pandemi Covid-19, dimana organisasi terkait rumah sakit diatur
dengan UU No 44 Tahun 2009 yang tidak mengatur secara jelas tanggung jawabnya. dalam
pengaturan ini. dan perusahaan pengelola limbah administrasi dan medis. Meski Surat Keputusan
Menteri tidak menjelaskan secara detail sistem pengelolaan hotel, namun penataan terkait
pengelolaan limbah medis tentu menjadi hal penting di hotel, mengingat di masa pandemi Covid-
19 ini, limbah medis semakin meningkat dan menjadi tanggung jawab. Perantara atau unit
dilibatkan sedemikian rupa sehingga peraturan menteri tersebut tentu menjadi tatanan lex
specialis terkait tanggung jawab pengelolaan limbah medis dari hotel.

Asas lex specialis derogat legi generalis adalah asas yang menafsirkan undang-undang
yang menjelaskan sifat-sifat khusus untuk menafsirkan undang-undang yang bersifat khusus.
Mengenai hal-hal yang tercakup dalam asas lex specialis derogate legi generalis, misalnya :?

1. Semua reservasi dibuat berdasarkan prosedur hukum umum yang berlaku, kecuali ketentuan
Khusus.

! Edi Pranoto, ‘Kajian Sosio Legal Pengesahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan®, Spektrum Hukum,
17.1 (2020) <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1570>.
2 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Yogyakarta: FH UlI Press, 2004), p. 56.
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2. Semua ketentuan lex specialis sejajar dengan ketentuan undang-undang yang ada.
3. Semua ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan yang sama dengan lex
generalis.

Mengenai limbah medis yang dihasilkan selama pandemi Covid-19, baik yang berasal
dari rumah sakit maupun rumah sakit darurat, tentu harus jelas penggunaannya, sanksi dan
penegakan hukumnya. Hal ini karena kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan dan juga
terhadap kesehatan masyarakat sekitar, sama halnya dengan rumah sakit, dalam hal ini rumah
sakit penjaga juga harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang merupakan kejahatan
atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, dan rumah sakit dan rumah sakit darurat, dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, perseroan bukan merupakan badan hukum yang
dapat memenuhi kewajibannya, sehingga ada pengurus perseroan atau pengelola rumah sakit
yang mengalihkannya, sehingga pengurusnya turut bertanggung jawab atas hukum pidana
korporasi di rumah sakit.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian yang bertipe normatif atau lazim disebut
sebagai penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder melalui
bahan pustaka berupa studi dokumen. Menurut Philipus M. Hadjon (2005) ilmu hukum memiliki
karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan deskriptif. Peter Mahmud Marzuki
(2005) mengemukakan bahwa, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Limbah Bahan berbahaya beracun atau yang disingkat LB3 merupakan limbah yang
dihasilkan dari kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya beracun. limbah B3 berdasarkan
sumbernya dibagi menjadi 4 kategori yaitu limbah B3 sumber tidak spesifik, limbah B3 spesifik
umum, limbah B3 spesifik khusus dan limbah B3 kadaluarsa. Limbah B3 dari sumber tidak
spesifik contohnya majun terkontaminasi LB3, oli bekas, dan limbah elektronik. Limbah B3 dari
B3 kadaluarsa seperti formaldehide kadaluarsa, naftalena, dan fenol. Limbah B3 dari sumber
spesifik umum misalkan limbah B3 dari industri pulp dan kertas yaitu sludge IPAL, perekat ka-
daluarsa, residu tinta. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus misalnya fly ash, bottom ash, steel
slag, mill scale. Mencegah dan menanggulangi pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dan
gangguan kesehatan masyarakat & Tindak Pidana Lingkungan Akibat Limbah B3 yang
dihasilkandari sarana fasilitas layanan Kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan menghasilkan limbah medis yang berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit
dan gangguan kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan
pengelolaan limbah medis, pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan belum opti-
mal karena jumlah dan kapasitas pengelola limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan masih
terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan
limbah medis sehingga perlu dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengelolaan
limbah medis di wilayahnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
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dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Limbah Medis
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

Rumah sakit adalah institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan per-
orangan secara paripurna yang diberikan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Ayat 1 Undang-Undang
Rumah Sakit No.44 Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.3. 2020.
Mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit, Pasal 5 (1) dapat mengatakan bahwa rumah sakit
dapat berupa rumah sakit tetap, rumah sakit bergerak atau rumah sakit lapangan.

Merebaknya kasus positif penyakit virus corona (Covid-19) yang membutuhkan pe-
nanganan cepat dan khusus oleh tenaga kesehatan menyebabkan bertambahnya jumlah pasien di
rumah sakit yang kapasitas rumah sakit tidak mencukupi. pandemi COVID 19.

Selama masa pandemi Covid-19, rumah sakit darurat dapat digolongkan sebagai rumah
sakit lapangan menurut Pasal 5 ayat (7) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 3 Menurut
tahun 2020, rumah sakit lapangan didirikan di tempat-tempat tertentu dan bersifat sementara saat
krisis dan bencana atau saat melakukan kegiatan tertentu seperti tenda di area terbuka, peti kemas
dan bangunan statis yang diubah sementara menjadi rumah sakit.

Dengan bertambahnya kasus Covid-19, perawatan di rumah sakit dan rumah sakit darurat
juga meningkat sehingga kebutuhan alat kesehatan semakin besar. Hal ini secara signifikan dapat
mempengaruhi peningkatan jumlah limbah medis B3, seperti limbah infeksius, limbah patologis,
limbah akut, limbah medis, limbah sitotoksik, limbah kimia, limbah radioaktif, limbah kontainer,
limbah bertekanan dan limbah yang mengandung logam. berat badan tinggi (Departemen
Kesehatan RI, 2004).3

Selama pandemi Covid-19, IESA (Perhimpunan IiImu Kedokteran Indonesia) menyeleng-
garakan survei bekerja sama dengan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Indone-
sia dari tanggal 1 April hingga 20 Mei 2020,* dengan total 133 responden, termasuk rumah sakit
umum, rumah sakit khusus. rumah sakit, rumah sakit spesialis mata, rumah sakit spesialis
ortopedi, rumah sakit spesialis jantung, Rumah Sakit Gigi dan Mulut serta Rumah Sakit 1bu dan
Anak.

Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa rata-rata hunian tempat tidur seluruh re-
sponden adalah 64% dan rata-rata jumlah sampah medis per hari sebelum Covid-19 per re-
sponden adalah 18,06 ton per hari. Selama periode awal era Covid-19 hingga Mei, nilai total rata-
ratanya adalah 26,4 ton per hari, dengan peningkatan sebesar 46%. Berikut tabel limbah padat
medis sebelum dan selama pandemi Covid-19 (dalam satuan kg/kg).

Sehingga ternyata tingkat pemanfaatannya 65% atau 14.211 TT dari 21.983 TT, rata-rata
jumlah sampah medis per hari sebelum Covid-19 adalah 13,6 ton per hari atau 0,966 kg/TT.
Sedangkan pada masa Covid-19 hingga Mei 2020, nilai rata-rata totalnya adalah 23 ton/hari atau
1,62 kg/TT dan kenaikannya mencapai 70%. Dengan meningkatnya jumlah limbah medis padat
di rumah sakit dan rumah sakit darurat yang merupakan fasilitas kesehatan, tempat pertemuan
orang sakit dan sehat, atau dapat menjadi tempat penyebaran penyakit, dapat terjadi pencemaran
lingkungan dan gangguan kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri

3 Fahrul Islam, Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), p. 92.
4 Lina Tri Astuti, ‘Hasil Survey Jumlah Limbah Medis Era Covid-19°, lesa.or.ld, 2020
<https://www.iesa.or.id/artikel/hasil-survey-jumlah-limbah-medis-era-covid-19/>.
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Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 B3 merupakan sumber limbah
yang dapat merugikan dan merusak lingkungan serta dilarang dibuang sembarangan.

Limbah padat medis yang merupakan limbah B3 fasilitas kesehatan termasuk dalam ka-
tegori limbah infeksius dan mengandung mikroorganisme patogen yang mempengaruhi berbagai
gangguan kesehatan, yang dapat menyebarkan infeksi seperti virus hepatitis B, virus hepatitis C,
HIV?> dan selama pandemi, sumber penularan Covid-19 kepada manusia, sehingga penatalaksa-
naannya bersifat khusus dan harus mengikuti petunjuk Peraturan Menteri Kesehatan
HK.01.07/menkes/537/2020. Namun dalam prakteknya masih terdapat rumah sakit dan rumah
sakit darurat yang terlibat dalam TPA dan tidak mengelola limbah padat medis dengan baik, jika
melihat dampak dari limbah padat medis, maka perlu diperkenalkan hukum pidana dalam bisnis
seperti rumah sakit dan rumah sakit / atau layanan darurat. Membuang rumah sakit. limbah
medis, yang diperkuat dengan pendapat Elliot dan Quinn tentang alasan pertanggungjawaban
pidana korporasi.®

Kenyataan bahwa bukan tidak mungkin suatu perusahaan terhindar dari peradilan pidana
sebagai akibat dari penyelewengan dalam kegiatan usaha perusahaan tersebut, selain karena
alasan prosedural lebih mudah menggugat perusahaan yang mana perusahaan tersebut mempu-
nyai kemampuan membayar yang lebih besar pidana denda, dapat mendorong pemegang saham
untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan apabila perusahaan mendapat keuntungan dari
kegiatan usaha yang tidak sah, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas kejahatan yang
dilakukan sehingga perusahaan proaktif. secara langsung atau tidak langsung memberikan
tekanan pada karyawan mereka, dan denda yang dikenakan pada perusahaan dapat bertindak se-
bagai pencegah kegiatan ilegal.

Kewajiban pengelolaan limbah B3, khususnya limbah medis padat, dijelaskan dalam
Pasal 59(1) Undang-Undang Perlindungan dan Peduli Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009,
yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah
B3, yang wajib dia proses. dan kewajiban pengelolaan limbah medis padat juga dijelaskan pada
ayat 1 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengel-
olaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang
menghasilkan B3 - limbah diperlukan untuk mengolah limbah B3. limbah yang mereka hasilkan.

Dengan demikian, dari kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua belah
pihak, termasuk rumah sakit atau rumah sakit darurat yang dapat menghasilkan limbah B3, harus
memperhatikan pedoman penanganan limbah medis padat yang digunakan dalam pengobatan
pasien Covid-19, apa terlarang pelepasan sembarangan ke lingkungan, karena dapat memicu
penyebaran Covid-19.

Apabila pihak dalam hal ini rumah sakit dan rumah sakit darurat yang menghasilkan
limbah medis padat, tetapi tidak menangani pengelolaan limbah, dapat dikenakan sanksi yang
diatur dalam Pasal 103 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, maka paling sedikit 1 tahun di pen-
jara. dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) dan berdasarkan Surat Edaran

5 Suhariono and Rina Hariyanti, Manajemen Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3) Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan/ Fasyankes (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), p. 5.

6 Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya (Depok: Kencana, 2017),
p. 69.

20



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH B3 DALAM FASILITAS KESEHATAN

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pen-
imbunan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Darurat di Masa Pandemi Covid-19 tanggal 19 Tahun
2009 menurut Pasal 104 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32, Barang
siapa membuang limbah dan/atau bahan ke dalam lingkungan hidup tanpa izin yang ditentukan
dalam Pasal 60 tanpa pengolahan, dikenakan sanksi. dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Di Indonesia, sering terjadi kasus pembuangan limbah B3 dari fasilitas kesehatan, salah
satunya adalah pembuangan (TPA) limbah B3 secara tidak sah (sekitar 7778 ton) di Kecamatan
Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2017 yang diangkut. dari perusahaan
limbah medis yang tidak bermoral. Badan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
dan Badan Penegakan Hukum (Gakkum) bersinergi memantau pengelolaan limbah medis ilegal.
Gakkum mengusut penangkapan para pelaku, sementara Badan Evaluasi Kinerja Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3 terus memindahkan sisa limbah ke TPA dan tempat pembuangan limbah
di tanur semen Jawa dan menutup enam pabrik pengelolaan limbah medis.?

Kasus selanjutnya adalah Rumah Sakit Urip Sumoharjo (RSUS) Bandar Lampung yang
membawa sampah medis seperti botol infus bekas, tabung infus, masker, jarum suntik bekas,
pakaian pelindung diri (APD) dan sarung tangan medis ke TPA. (TPA Bakung) bercampur
dengan sampah plastik dan sampah rumah tangga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lam-
pung memberikan sanksi berupa teguran pertama, yang berakibat pada pembuangan limbah
medis di TPA Bakung, akan diberikan surat teguran pertama dan jika kedapatan melakukan
pelanggaran berulang. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memberlakukan sanksi yang be-
rat berdasarkan doktrin strict liability® yang dimaknai sebagai kewajiban mutlak yang ciri uta-
manya adalah tidak perlu (membuktikan) pelanggaran lagi tanggungan dapat dituntut hanya
penuduh actus Reus. tindakan berbahaya tidak peduli seberapa hati-hati faktor tersebut.

Dalam dua kasus tersebut, pihak Pengelola Limbah Medis dan Rumah Sakit Urip Sumo-
harjo (RSUS) Bandar Lampung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila rumah sakit
dan/atau RS Darurat tersebut dimintai pertanggungjawaban pidana atas pembuangan limbah pa-
dat medis selama pandemi Covid-19. berdasarkan. yang dimaknai sebagai kewajiban mutlak,
yang ciri utamanya adalah tidak perlu (membuktikan) pidana tambahan hanya actus Reus jaksa
yang dapat memvonis penuntut tanggungan yang tidak mensyaratkan semua faktor berbahaya,
resiko menjadi perbuatan tidak terlepas dari kehati-hatian pelaku, yang dapat diterapkan pada
rumah sakit dan rumah sakit darurat yang melakukan tindakan berbahaya yaitu kegiatan medis
tertentu dapat bertanggung jawab langsung selama pandemi.*°

" Nia Ramadhanty Purwanto and others, ‘Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19°, Jurnal YUSTIKA:
Media Hukum Dan Keadilan, 23.2 (2020), p. 74 <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/yustika.v23i02.3955>.

® Devy Melati and Aisyah Lailiya Ainul, ‘Masalah Dan Tantangan Pengelolaan Limbah Medis Di Fasilitas
Kesehatan Dan Arah Kebijakan Nasional’, Universitas Gadjah Mada, 2019
<https://hpm.fk.ugm.ac.id/2019/09/07/masalah-dan-tantangan-pengelolaan-limbah-medis-di-fasilitas-kesehatan-
dan-arah-kebijakan-nasional/>.

® Dian Pertiwi Suprapto, Lia Meinda Sari, and Monnachu Wemonicha Lovina, ‘Pertanggungjawaban Pidana Rumah
Sakit Dan/Atau Rumah Sakit Darurat Atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat Di Masa Pandemi Covid-19 °,
Jurnal Hukum Lex Generalis, 2.12 (2021), p. 163.

10 Nuradi and Edi Rohaedi, ‘Implementation of Strict Liability Pinciple in Civil Law Enforcement in Environment
Law Files as Consequence of Forest and Land Fire in Indonesia Justice Partice ’, Nternational Journal of
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Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan limbah medis dan RSUD
Bandar Lampung dapat dinyatakan bersalah dengan membuktikan bahwa tindak pidana tersebut
dilakukan tanpa motif tempat pembuangan sampah. Dalam sistem tanggung jawab yang ketat,
pengetahuan dan kinerja perusahaan limbah medis dan institusi kesehatan RSUD Bandar Lam-
pung hanya perlu mengetahui secara langsung bahwa pembuangan limbah medis padat dapat
menyebabkan gangguan kesehatan, mata rantai penularan.

Virus Covid-19 sebagai sumber penyebaran dan kerusakan lingkungan yang menyebab-
kan terganggunya kenyamanan dan sangat merugikan masyarakat sekitar. Apabila pihak dalam
hal ini RS dan RS Darurat menghasilkan limbah medis padat, tetapi tidak mengolah limbah, maka
pelaku kejahatan lingkungan dan akibatnya adalah RS dan RS Darurat sesuai UU No. 32 Pasal
103. sejak tahun 20009.

Konservasi dan RS Darurat perlindungan lingkungan hidup, pidana penjara paling singkat
1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
dan paling banyak Rp. 3.000.000.000/- (Rp3miliar) dan sesuai surat edaran
SE.2/IMENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020, rumah sakit dan rumah sakit darurat yang langsung
membuang limbah ke lingkungan tanpa pengelolaan selama pandemi Covid-19 dapat dihukum.
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, yang
menyatakan: Barangsiapa membuang limbah dan/atau bahan ke dalam lingkungan hidup tanpa
izin tersebut dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak dari Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana rumah sakit dan rumah sakit darurat sebagai pelaku keja-
hatan lingkungan atas pembuangan limbah medis padat pada masa pandemi Covid-19 berdasar-
kan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun
2009 belum dijelaskan secara jelas. Namun, pertanggungjawaban pidana rumah sakit dan rumah
sakit darurat sebagai pelaku kejahatan lingkungan di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan
oleh badan hukum yang diatur dalam pasal 116 untuk membuang limbah medis padat. (1) Un-
dang-Undang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, yang men-
jelaskan bahwa badan usaha dapat dituntut, maka dalam hal ini dapat dituntut rumah sakit dan
rumah sakit darurat sebagai pelakunya.

Dalam hal kejahatan lingkungan hidup dan tanggung jawab pembuangan limbah medis
padat selama pandemi Covid-19 diatur dalam pasal 118 Undang-Undang Perlindungan dan
Peduli Lingkungan No. 32 Tahun 2009: Pidana harus dijatuhkan atas kejahatan yang ditentukan
dalam Pasal 116(1)(a) kepada perseroan yang diwakili oleh pengurus dan berwenang mewakili
di dalam dan di luar pengadilan sebagai wakil fungsional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal ini menekankan bahwa rumah sakit dan rumah sakit darurat yang dinyatakan ber-
salah atau dituntut atas kejahatan lingkungan dapat dituntut dan dikenai sanksi pidana, yang dapat
diwakili oleh pejabat administrasi yang memiliki akses ke proses pengadilan baik di dalam mau-
pun di luar pengadilan. sebagai partisipan fungsional. Dalam hal ini unit usaha adalah rumah
sakit dan rumah sakit darurat yang melakukan atau dituduh melakukan tindak pidana lingkungan

Multicultural and Multireligius Understanding (IIMMU), 7.5 (2020), p. 477
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i5.1703>.
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hidup dan dapat dituntut dan didenda serta dikenakan tindakan pidana atau disiplin lebih lanjut
sesuai pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009. terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ling-
kungan hidup:

1) Penyitaan hasil kejahatan

2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau tempat usaha

3) Hukuman yang diakibatkan oleh kejahatan

4) Kewajiban tanpa hak dan/atau

5) Menetapkan perwalian perusahaan paling lama 3 tahun

Keterlibatan manajemen dalam pengembangan tanggung jawab perusahaan merupakan
sesuatu yang diperlukan. Hal ini terkait erat dengan kedudukan perseroan sebagai badan hukum
yang didirikan berdasarkan undang-undang, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sepe-
nuhnya. Selain itu, ada alasan mendasar lain yang menunjuk ke bagian yang salah dari niat jahat
penjahat tidak dapat diketahui kecuali perawat terlibat. Oleh karena itu, perlu melibatkan para
pengelola perusahaan yang dalam hal ini mengendalikan perusahaan, karena melihat niat internal
dari manajemen tersebut.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan masyarakat dalam
melakukan tindak pidana mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian. Hal ini didukung oleh
pernyataan ahli hukum lingkungan N.H.T. Siahaan, yang berbicara tentang perusahaan, bahwa
Tanggung jawab pidana dapat diterapkan baik kepada direksi, pengurus atau pengurus perus-
ahaan (manajer sebenarnya tentunya) maupun kepada orang yang bersangkutan yang memberi
perintah kepada perusahaan yang bersangkutan (direktur).!t

Jika merujuk pada beberapa kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, latar belakangnya
adalah keikutsertaan pengurus perusahaan dalam tanggung jawab badan hukum. Alasan kronol-
ogis mengapa tata kelola perusahaan harus menjadi tanggung jawab perusahaan adalah bahwa
jika suatu perusahaan dapat mendirikan atau membangun rumah sakit darurat, ia melakukan kon-
trak dengan pihak terkait, seperti negara. Pastikan manajemen perusahaan memahami semua im-
plikasinya, termasuk tanggung jawab perencanaan mereka terhadap proses manajemen rumah
sakit darurat.

Dalam proses perencanaan pendirian rumah sakit darurat, pihak manajemen perusahaan
harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan rumah sakit
darurat, termasuk dalam hal ini pemanfaatan limbah medis. Seperti disebutkan sebelumnya, ru-
mah sakit perawatan akut yang tidak dapat mengelola limbah medisnya sendiri harus bekerja
sama dengan pihak ketiga yang mampu mengelola limbah medis sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Dalam hal ini diketahui bahwa manajemen perusahaan pada contoh kasus sebelumnya
tidak beritikad baik dan secara sadar menggunakan jasa tukang laundry yang jelas tidak memiliki
kemampuan dalam menangani limbah medis. Hal ini diperkuat dengan tujuan dari usaha ini ada-
lah untuk menghemat biaya pembuangan agar kemakmuran perusahaan tidak berkurang banyak.

Selain itu, dalam proses pengelolaan rumah sakit darurat, perusahaan dan manajemen pe-
rusahaan juga memiliki kewajiban untuk selalu mengikuti peraturan yang berlaku, agar penye-
lenggaraan rumah sakit darurat tidak membahayakan manusia dan lingkungan yang merupakan
kewajiban mutlak. oleh administrator rumah sakit darurat. Kegiatan bisnis ini tentu saja

11 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan (Jakarta: Pancuran Alam, 2006), p. 316.
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dipengaruhi oleh kemauan manajemen perusahaan, yang lagi-lagi tidak sungguh-sungguh
percaya pada perlindungan lingkungan dan kesehatan orang-orang di sekitarnya. Dengan
demikian, dalam hal ini manajemen perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam
memutuskan apakah perusahaan akan mengoperasikan rumah sakit darurat tersebut sesuai
dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Berdasarkan beberapa poin yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
hal ini, tata kelola perusahaan berperan dalam menentukan aktivitas perusahaan serta maksud
dan tujuan internal dari manajer perusahaan (khususnya manajer perusahaan), yang merupakan
perwujudan dari kehendak perusahaan. perusahaan itu sendiri. Hal ini terlepas dari apakah keja-
hatan yang dimaksud dilakukan untuk kepentingan perusahaan atau manajemen perusahaan.
Mengklarifikasi gambaran tentang keterlibatan manajemen perusahaan dalam tanggung jawab
perusahaan.

Selain pertanggungjawaban pidana perusahaan, penting juga untuk memperhatikan per-
tanggungjawaban pidana pengurus perusahaan dalam kasus pidana dimana pembuangan limbah
medis padat tidak sesuai dengan peraturan rumah sakit atau rumah sakit darurat selama Covid. -
19 pandemi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai subjek hukum Recht Persoon bukanlah
subjek hukum yang lengkap menurut jenis badan hukumnya. Artinya perseroan dapat memiliki
hak, tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya dan bertanggung jawab penuh sebagai badan
hukum Natuurlijk Persoon.

Hal ini berkaitan erat dengan doktrin Respondeat Superior, dimana korporasi dianggap
sebagai badan hukum yang tidak dapat berbuat salah, sehingga yang bertindak atas nama korpo-
rasi disalahkan.'? Perusahaan itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan peran manajemen dalam
masyarakat, dimana manajemen adalah pelaksana dan penanggung jawab seluruh kegiatan pe-
rusahaan yang bersangkutan.

Selain itu, manajemen bisnis dalam hal ini dapat berarti seseorang yang bertindak sebagai
direktur, manajer atau operator dari manajer bisnis, yang tugas utamanya adalah memberi
perintah kepada orang-orang yang bekerja di bawahnya. Lebih tepatnya, di perusahaan berbentuk
rumah sakit, biasanya terdiri dari beberapa posisi manajemen, yang sekurang-kurangnya meliputi
direktur, dewan direksi, komite, dan unit audit internal. Di sisi lain, rumah sakit perawatan kritis
atau rumah sakit lapangan, seperti rumah sakit darurat bergaya hotel, memiliki struktur mana-
jemen yang biasanya mencakup setidaknya pemilik bisnis, CEO, manajer cabang, manajer F dan
B, dan seterusnya.

Peran pengurus korporasi dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana diatur dalam
UU Pengelolaan Sampah 18 Tahun 2008, peraturan 42, yang pada intinya menyatakan bahwa
tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai
kekuasaan untuk mengambil keputusan atas namanya atau atas namanya. yaitu. perusahaan Par-
agraf kedua kemudian menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau panglima dapat dituntut dan
dikenai sanksi pidana meskipun ia melakukan kejahatan itu sendiri atau bersama-sama. Tidak
ada perbedaan yang besar, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengakui
peran pengurus korporasi ikut serta dalam pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 116

12 Budi Suhariyanto, ‘Urgensi Pemidanaan Terhadap Pengendali Korporasi Yang Tidak Tercantum Dalam
Kepengurusan Kajian Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014°, Jurnal Yuisial, 10.3 (2017), p. 240
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.240>.
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ayat 1, dimana pidana denda dapat dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah atau yang
bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan perintah kejahatan.!3

Menurut jenis tindak pidananya, pembuangan limbah medis padat yang melanggar aturan
ini, jika dikaitkan dengan peran pengurus usaha, dapat digolongkan sebagai tindak pidana profesi
atau tindak pidana profesi. Tindak pidana kedinasan adalah tindak pidana yang berkaitan lang-
sung dengan kedudukan dan/atau wewenang seseorang dalam perusahaan. Tindak pidana profesi
ini dilakukan oleh pengurus perusahaan dengan menggunakan kedudukan, kedudukan, tugas dan
wewenangnya untuk melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain
atau masyarakat.

Selain itu, jenis kejahatan ini biasanya dilakukan dengan motivasi yang lebih berorientasi
pada keuntungan. Lebih tepatnya keuntungan yang dimaksud ditujukan untuk korporasi itu
sendiri, sehingga dapat digolongkan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan korporasi (Crime
Related to Corporation). Tidak diragukan lagi, karena penelitian Isabel-Maria dan Alejandra
menemukan bahwa bahkan selama pandemi ini, sebagian besar tindakan perusahaan di seluruh
dunia adalah untuk melindungi kepentingan keuangan mereka.'*

Maka dalam hal ini harus dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas ke-
jahatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai tindakan pencegahan, Pasal 40 ayat 1 dan Pasal
41 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Limbah dan Pasal 103 dan 104 Undang-Undang Pengel-
olaan Sampah dapat menerapkan hukuman pidana untuk rumah sakit dan rumah sakit darurat.
Dalam hal ini pengelola harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana, baik rumah sakit
maupun rumabh sakit darurat, yang kesalahannya membuang limbah medis padat yang melanggar
peraturan perundang-undangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. sebagai pemberi
perintah atau sebagai pemimpin. Tindakan seperti itu.

Selain itu, pasal-pasal tersebut di atas juga merupakan dasar yang cukup untuk menjatuh-
kan pidana terhadap pengurus, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang ber-
sangkutan telah melakukan tindak pidana membuang limbah medis padat. Hal ini sesuai dengan
doktrin yang dikembangkan dalam masalah pertanggungjawaban pidana, doktrin Vicarious Lia-
bility. Ajaran tersebut mengatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas tindakan dan
kesalahan orang lain. Dalam hal ini, orang-orang tersebut berada di unit komersial (perusahaan)
dan melakukan kejahatan dengan sengaja untuk menguntungkan perusahaan tersebut.

Doktrin ini didasarkan pada asas hubungan kerja, dimana majikan bertanggung jawab
terutama atas perbuatan para pekerjanya atau mereka yang bekerja di bawah pengawasannya.
Alfitra dalam bukunya Modus Operandi Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP bahwa perus-
ahaan dapat bertindak sebagai pemberi kerja sehingga pertanggungjawaban pidana juga dapat
diterapkan.

13 Kristian, Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan
Pengadilan Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), p. 52.

14 |sabel Maria Garcia-Sanchez and Alejandra Garcia-Sanchez, ‘Corporate Social Responsibility during COVID-19
Pandemic’, Journal of Open Inovation: Technology, Market, and Complexity, 6.4 (2020), p. 16
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/joitmc6040126>.
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KESIMPULAN

Berdasarkan  hasil pembahasan  sebelumnya, dapat disimpulkan  bahwa
pertanggungjawaban pidana masyarakat baik berupa rumah sakit maupun rumah sakit darurat
atas tindak pidana membuang limbah medis padat pada masa pandemi dapat dibebankan kepada
perusahaan dan pengurusnya. Selain itu, dalam hal ini, karyawan perusahaan yang
menyelenggarakan atau mengoperasikan TPA limbah medis padat secara khusus bertanggung
jawab.

Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana limbah farmasi
merupakan tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana profesional, yang berkaitan
langsung dengan kedudukan atau wewenang seseorang dalam masyarakat. Limbah medis yang
dihasilkan oleh rumah sakit dan UGD tentunya harus dipertanggungjawabkan kejahatannya.
Mengingat perseroan bukan badan hukum yang dapat memenuhi kewajibannya, maka
pengurusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana perseroan.

Dalam hal ini, ketidakjelasan peraturan tersebut memerlukan pemutakhiran peraturan
yang ada, terutama mengenai rumah sakit darurat (rumah sakit lapangan), atau membuat landasan
hukum baru. Sebab, saat ini baru ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pengelolaan limbah medis padat di rumah sakit, sedangkan untuk rumah sakit darurat belum ada
peraturan khusus. Kebutuhan mendesak lainnya akan adanya penyelenggaraan khusus RS
Darurat karena bentuk RS Darurat pada dasarnya berbeda dengan hotel, apartemen hingga
lapangan olah raga (GOR), namun organisasinya berbeda, sehingga tidak ada keseragaman dalam
hal ini.
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